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PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia pada prinsipnya mengakui bahwa
hubungan atsv pergaulan antar masyarakat mempunyai batasan-basatan yang
menjamin hak-hak pribadi dan komunal. Ini mecupakan justifikasi dan prinsip
Rule of [.aw, yang menjadi ciri dan suaty aegara hukum.

Pegaulan secams agg@aets masyarakat dapat menimbulkan potuatan
hukum sesamanya. Perhubungan hukum yang terjalin sebagai akibat perbuatan
bukum tersebut, di samping diatur daiam gevguran perundang-undangan,
sebagian Jagi ditentukan atau dibentuk atas perjanjian antara mercka yang
berkepentingan.

Peraturan perundang-undangan ciptaan manusia itu 1idak ads yang dapat
meocamai kesempuwmaan secara utuh, selwubnya tidak luput dari kekurangan-
kekurangan Peraturan-pevaturan itu terbatas pada ruang dan waktu serta tidak
mempunyai kemampuan untuk menampung atau menghadapi pergeseran-
perpeseran nilai akibat dinamika masyarakal dalam setiap keadaan Karena itu
peranuran-peraturan tersebut cenderung untuk selaiu mengalami perubabhan guna
arengikuti laju perkembangan masyarakat yang demikian cepatnya.

Hukum sebega) sustu pola anutan dalam proses pembangunan harus
mampu memainkan peranan yang terdepan. karena “kwitansi hukum tersebut
mendorong sescorang untuk berindak secara sadar sesuai dengan ketentuan

hukum dan seseorang itu akan merasz puas karena tindakannya turut
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memperwmhankan dan membina ketertiban sosial, dengan kesadarzn hukumaoya™.'
Dengan pesatnya perfumbuhan sostal kemasyarakatan. hukum temyata
mendapatkan bentuknya dengan permintaan akan suatu kepastian hukum dalap
setiap hubungan bukwn yang diadakan.

Sejalan dengen bal di atas untuk menciptakan pemhanguaan nasional yang
menyeiuruh yaitu dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dergan upaya
pengerahap dana dari dalam negeri, yang meliputi tabungan Pemeninteh dan
mbungan masyarakat, sebingga peranan bantuan lusr oegep yang merupakan
pelengkap dalam keselusuhan pembiayaan pembangunan diharapkan secara
bertehap akan berkurang.

Dalam hubungan ini kebijaksanaan moagler mempunyai peranan penting
sebagai upaya meningkatkan pengerahan dana tabungan masyarakat melalui
lembaga-lembaga keuangan, seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan
bank dan pasar modal. Sehubungan dengan upaya pengerahan dana tersebut di
atas, bahwa peranan perbankan dan lembaga keuangan lainnya perlu ditingkatkan.
Dalam penyahman dans masyarakat melalui perkreditan perlu diupayakan agar
tercapai alokasi yang efisien umtuk menunjang pemerataan pembangunan,
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Sementara itu pasar modal perlu
terus dikembanglean agar dapat berfupgsi tidak banya sebagai wahana yang efektif
bagi pemupukan dana pembangunen tetapi juga bagi peterataan gemilikan usaba

oleb masyarakat luas.
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